BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data kualitatif yang diperolen melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi serta pembahasan yang telah
diuraikan pada Bab IV mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi untuk
Pengentasan Kemiskinan, maka kesimpulan penelitian ini dikonstruksi
berdasarkan perspektif Teori Manajemen George R. Terry. Teori tersebut
menekankan bahwa keberhasilan suatu proses manajemen tidak hanya
ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh
keterpaduan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi Planning
(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan),
dan Controlling (Pengawasan). Keempat indikator tersebut saling berkaitan
dalam mendukung efektivitas strategi pemerintah untuk mewujudkan
program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari
masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut :\
1. Planning (Perencanaan)
a. Penetapan Tujuan Program
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan tujuan

program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi
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angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai
program pemberdayaan. Tujuan tersebut telah menjadi pedoman bagi
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan
melaksanakan program yang berkaitan dengan pengentasan
kemiskinan.
b. Penentuan Sasaran

Pemerintah telah menyusun program berdasarkan data
kemiskinan, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), serta usulan dari pemerintah desa dan masyarakat.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala,
seperti adanya perbedaan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah
serta keterbatasan data yang menyebabkan belum seluruh program
mampu menjangkau sasaran secara optimal.

2. Organizing (Pengorganisasian)
a. Pembagian Tugas

Setiap OPD yang terlibat telah menjalankan tugas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Pembagian tanggung jawab yang jelas
memudahkan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sehingga
setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam mendukung
pengentasan kemiskinan.

b. Koordinasi Antar Lembaga
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Koordinasi antara Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan,
pemerintah desa, dan instansi terkait telah dilakukan melalui rapat
koordinasi, Musrenbang, maupun forum evaluasi program. Akan
tetapi, koordinasi tersebut masih menghadapi kendala berupa
keterlambatan penyampaian informasi, sinkronisasi data, dan
integrasi program antarinstansi sehingga pelaksanaan program belum
sepenuhnya berjalan secara optimal.

3. Actuatung (Pelaksanaan)
a. Pelaksanaan Program

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan
berbagai program seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha
ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, pendampingan kelompok
usaha, serta berbagai bentuk fasilitasi yang bertujuan meningkatkan
kemampuan ekonomi masyarakat miskin. Program-program tersebut
telah memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun hasilnya belum
sepenuhnya merata.

b. Partisipasi Masyarkat

Masyarakat telah terlibat dalam berbagai kegiatan
pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah. Namun, tingkat
partisipasi masyarakat masih belum optimal karena dipengaruhi oleh
rendahnya pemahaman terhadap program, keterbatasan kemampuan
usaha, serta kurangnya keberlanjutan pendampingan setelah bantuan

diberikan
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4. Controlling (Penggeraan)

a. Monitoring
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan pengawasan
melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan
program pemberdayaan ekonomi. Monitoring dilakukan untuk
mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang
telah ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang
muncul di lapangan.

b. Evaluasi Hasil

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan program sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan
perbaikan program berikutnya. Namun, hasil evaluasi belum
seluruhnya ditindaklanjuti secara optimal sehingga masih terdapat
beberapa kendala yang berulang dalam pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi.

B. Saran
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Pemerintah ~ Kabupaten  Bojonegoro  diharapkan  dapat
meningkatkan kualitas perencanaan program pemberdayaan ekonomi
dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala serta
mengintegrasikan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pelibatan masyarakat dan
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pemerintah desa dalam proses perencanaan agar program yang disusun
benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Dalam
pelaksanaannya, pemerintah juga diharapkan memperkuat koordinasi
antar-OPD sehingga tidak terjadi tumpang tindih program serta
meningkatkan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat
agar bantuan yang diberikan dapat berkembang menjadi usaha yang
berkelanjutan. Di sisi lain, hasil monitoring dan evaluasi hendaknya
dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan program sehingga
kebijakan pemberdayaan ekonomi pada tahun berikutnya menjadi lebih
efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap
penurunan angka kemiskinan.
2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait

OPD vyang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan
ekonomi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi
antarinstansi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, OPD perlu meningkatkan
intensitas pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
masyarakat penerima manfaat agar program yang dilaksanakan tidak
berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong terciptanya
kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi
terhadap setiap program juga perlu dilakukan secara berkala sebagai
bahan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah Desa
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Pemerintah desa diharapkan lebih aktif dalam mengidentifikasi
kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menyampaikan usulan
program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu,
pemerintah desa perlu memperkuat perannya dalam mendampingi
masyarakat selama pelaksanaan program, melakukan pengawasan
terhadap pemanfaatan bantuan, serta menjadi penghubung antara
masyarakat dengan pemerintah daerah apabila terdapat kendala dalam
pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

Bagi Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam
setiap tahapan program pemberdayaan ekonomi, mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bantuan, pelatihan, dan
pendampingan yang diberikan pemerintah hendaknya dimanfaatkan
secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan
keterampilan sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi. Selain
itu, masyarakat juga diharapkan memberikan masukan kepada
pemerintah mengenai kendala yang dihadapi agar pelaksanaan program
dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis strategi pemerintah
berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry, yaitu Planning,
Organizing, Actuating, dan Controlling. Oleh karena itu, peneliti

selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan
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menggunakan teori atau pendekatan lain, seperti collaborative
governance, pemberdayaan masyarakat, atau evaluasi kebijakan publik,
sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai
efektivitas program pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian
selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada daerah lain
atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods untuk
memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan

dengan kondisi di Kabupaten Bojonegoro.
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